14. BIDANG URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN KEPENDUDUKAN
1.1. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN 

1) Program Perluasan dan Penempatan Kerja

a) Kegiatan

Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan, meliputi :

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka PenciptaanLapangan Kerja.
3. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangkaPenempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
4. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
5. Pengembangan dan Peningkatan Bimbingan Jabatan, Bursa Kerja Khusus, Bursa Kerja Pemerintah dan Swasta (BKP/BKS) melalui PLKT, Radio Job FM.
6. Penyempurnaan Peraturan dan Kebijakan Ketenagakerjaan Agar tercipta Pasar Kerja yang Fleksibel.
b) Pagu dan Realisasi Program

Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu sebesar Rp. 5.867.000.000,00 terealisasi sebesar 91,90% atau Rp. 5.392.029.526,00. Secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Program Perluasan dan Penempatan Kerja bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik sektor formal maupun informal secara remuneratif, produktif, layak dan sejahtera, baik di dalam maupun luar negeri, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri.

Secara umum, data hasil kinerja penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja maupun penempatan sebagai tenaga kerja kontrak yang tercatat di sektor ketenagakerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.25.1
Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme Antar Kerja Maupun Penempatan Sebagai Tenaga Kerja Kontrak

[image: image1.emf]JML (ORG) % JML (ORG) %

2 Antar Kerja Lokal (AKL) :  109.418 33,69 259.091 54,78

a. Antar Kerja Lokal (AKL) Kab/Kota 43.660 55.499

b. Antar Kerja Khusus (AKSUS) TKI B/wirausaha 87 433

c. Bursa Kerja di Provinsi (Bulanan dan JMF) 1.925 2.379

d. Lembaga Penempatan Tenaga Swasta(LPTKS) 1.288 13.444

e. Bursa Kerja  Khusus (BKK) di UPT Prov/SMK/ 

Perguruan Tinggi

3.201 18.609

   1) Bursa Kerja Khusus (BKK) UPT-PK 2.580 6.342

   2) Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK 258 484

   3) Bursa Kerja Khusus (BKK) PT/Universitas 363 11.783

f. Penempatan pemagangan tenaga kerja dlm negeri 600 1.512

g. Perluasan kesempatan kerja sektor informal  16.849 155.320

   1) Binaan Provinsi 365

   2) Binaan Kab/kota 154.955

h. Penempatan melalui LPKS di 38 kab/kota 41.808 11.895

3 Antar Kerja Antar Negara (AKAN) : 104.755 32,25 96.088 20,32

a. PPTKIS Embarlasi Bandara Juanda  67.152 68.003

b. Cab.PPTKIS Embarkasi Bandara Juanda  4.687 3.705

c. Embarkasi non Juanda 32.792 24.230

d. Penempatan pemagangan TK luar negeri 124 150

5 Penempatan sebagai tenaga kerja kontrak 107.749 33,17 112.511 23,79

324.812 100,00 472.982 100,00

TAHUN 2012

NO  JENIS PENEMPATAN 

TAHUN 2011

5.292 1,12

JUMLAH

2.890 0,89 1 Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Kab./ Kota 




Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur Tahun 2012
Jumlah total penempatan tenaga kerja di dalam maupun ke luar negeri melalui mekanisme Antar Kerja maupun penempatan sebagai tenaga kerja kontrak yang tercatat di sektor ketenagakerjaan selama tahun 2012 sebanyak 472.982 orang. Angka penempatan tenaga kerja tersebut mengalami kenaikan 148.170 orang atau 45,62% dari semula 324.812 orang di tahun 2011. Secara keseluruhan, capaian angka penyerapan tenaga kerja melalui sektor ketenagakerjaan se-Jawa Timur ini telah melebihi target tahun 2012, yaitu mencapai 135,71% dari yang telah ditetapkan sebanyak 350.000 orang. Penempatan tertinggi disumbang melalui penempatan Antar Kerja Lokal (AKL), yang pada tahun 2012 berkontribusi hingga 54,78% dari total angka penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja maupun penempatan sebagai tenaga kerja kontrak. Secara terinci, sumbangan penempatan tenaga kerja di Jawa Timur tahun 2012 berasal dari :

1. Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 5.292 orang (1,11% dari total penempatan). Penempatan AKAD mengalami kenaikan signifikan sebesar 83,11% dari sebelumnya sebanyak 2.890 orang pada tahun 2011.

2. Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 259.091 orang (54,55% dari total penempatan). Penempatan AKL ini mengalami kenaikan paling signifikan yaitu sebesar 136,79% dari tahun sebelumnya sebanyak 109.418 orang.Di samping itu, dari 259.091 penyerapan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, terdapat perluasan kesempatan kerja di sektor informal yang di tahun 2012 mengalami perkembangan sangat pesat dalam menyerap tenaga kerja secara informal, yaitu sebanyak 155.320 orang (binaan Provinsi sebanyak 365 orang dan binaan Kab./Kota sebanyak 154.955 orang). Upaya perluasan kesempatan kerja di sektor informal ini mengalami perkembangan capaian hingga 8 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Penempatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 96.088 orang (20,23% dari total penempatan). Pada tahun 2012, penempatan melalui mekanisme AKAN mengalami penurunan 8,27% dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 104.755 orang. Relatif turunnya angka penempatan tenaga kerja ke luar negeri lebih dikarenakan Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya preventif dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri melalui pengetatan pengiriman TKI ke luar negeri dalam bentuk pemberlakuan moratorium penempatan TKI ke beberapa negara tujuan khususnya untuk sektor domestic worker, juga terkait upaya pembenahan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI dengan memperketat penerbitan sertifikasi uji kompetensi calon TKI mengingat sertifikasi kelulusan TKI merupakan salah satu syarat utama agar bisa bekerja ke luar negeri.

4. Penempatan sebagai tenaga kerja kontrak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) sebanyak 112.511 orang (23,69% dari total penempatan). Penempatan tenaga kerja kontrak naik sebesar 4,42% dibandingkan kondisi pada tahun sebelumnya sebanyak 107.749%.

Sedangkan untuk penempatan melalui mekanisme AKAN, berikut adalah perkembangan penempatan TKI formal–informal ke luar negeri khususnya melalui pemberangkatan embarkasi Juanda Surabaya, beserta nilai remmitance-nyas elama 2 (dua) tahun terakhir :

Tabel 4.25.2
Perkembangan Penempatan TKI Formal–Informal Ke Luar Negeri Khususnya Melalui Pemberangkatan Embarkasi Juanda Surabaya Tahun 2011-2012
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1 Formal 20.220 30,11 20.981 30,85

2 Informal 46.932 69,89 47.022 69,15

67.152 100,00 68.003 100,00

Remmitance Rp  4,054,151,252,928 Rp  3,656,313,074,064

Jenis Jabatan :

TAHUN 2011 TAHUN 2012

URAIAN NO

JUMLAH


Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur Tahun 2012

Kondisi dua tahun terakhir, penempatan TKI asal Jawa Timur pada jenis jabatan informal masih lebih dominan dibandingkan jabatan formal. Di tahun 2011 penempatan TKI formal sebesar 30,11% dan TKI informal sebesar 69,89%. Sedangkan di tahun 2012 penempatan TKI formal naik menjadi 20.981 orang atau 30,85%, dan TKI informal menjadi 47.022 orang atau 69,15%. Dengan demikian, berdasarkan jumlahnya, baik TKI formal maupun informal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun berdasarkan persentasenya, TKI formal mengalami kenaikan sedangkan TKI informal mengalami penurunan. Jabatan sektor informal seperti penata laksana rumah tangga/PLRT, tenaga kerja perkebunan dan sejenisnya, sedangkan pekerjaan di sektor formal antara lain pekerja di sektor konstruksi, perhotelan, bidan, baby sitter, perawat jompo, perusahaan berbadan hukum, dan lain-lain. Besarnya penempatan TKI di sektor informal terkait dengan tingkat pendidikan dan kualifikasicalon TKI/TKI yang pada umumnya masih didominasi oleh lulusan SLTP, serta masih tingginya permintaan dari negara tujuan/pengguna terutama pasar Asia. Secara bertahap, sampai dengan tahun 2012 melalui peningkatan 12 (dua belas) UPT Pelatihan Kerja menjadi bertaraf internasional, diharapkan Jawa Timur mampu meningkatkan penempatan melalui kegiatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dengan perbandingan 60% untuk jabatan formal dan 40% untuk jabatan informal yang terampil.
Adapun nilai penerimaan remitansi dari penempatan TKI embarkasi Juanda Surabaya di tahun 2012 menunjukkan peningkatan sebesar 10,88% atau naik Rp 397.838.178.864,-). Terkait pemanfaatan remitansi, Jawa Timur mengeluarkan kebijakan untuk mengarahkan pemanfaatannya pada kegiatan produktif berupa aktivitas usaha mandiri yang pada akhirnya mampu menggerakkan sektor ekonomi di daerah asal TKI. Di samping itu, dari penggunaan remitansi secara produktif dikembangkan pula Koperasi TKI Purna Tugas di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong pengiriman TKI.
d) Permasalahan dan Solusi

· Secara umum, penyerapan tenaga kerja di sektor formal masih memiliki kendalakarena lapangan kerja formal relatif terbatas dibandingkan angkatan kerja yang ada, kualifikasi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar kerja, sistem dan mekanisme penyampaian informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum sepenuhnya efektif, serta masih kecilnya kepedulian perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor formal, dilakukan upaya-upaya melalui (a) Optimalisasi Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT) sebagai pusat layanan penempatan kerja yang memfasilitasi pencari kerja, perusahaan pemberi kerja, maupun kalangan pendidikan dan mitra kerja lainnya, (b) Penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada siswa/dunia pendidikan sehingga mereka lebih mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja, (c) Pelaksanaan job fair (bursa kerja terbuka) skala besar maupun bursa kerja bulanan yang dilaksanakan secara berkala, (d) Penyebarluasan informasi pasar kerja secara online melalui website www.infokerja-jatim.comserta 3in1.net untuk mengoptimalkan penyerapan lowongan kerja di pasar kerja, (e) Mengoptimalkan operasionalisasi Bursa Kerja Khusus melalui pengembangan bursa kerja online, (f) Mengoptimalkan operasionalisasi Mall dan Kios Three in One (3in1) di UPT-UPT Pelatihan Kerja, (g) Untuk memperluas jejaring informasi bursa kerja, dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja di sektor formal.

· Kontribusi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)dari tahun ke tahun cenderung paling kecil dibandingkan penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Hal ini dikarenakan kendala-kendala dalam hal ketersediaan sarana dan prasaranayang terbatas, belum tingginya animo pencari kerja untuk mencari peluang kerja di luar Provinsi Jawa Timur, belum optimalnya penyebaran informasi pasar kerja lintas provinsi yang bisa diketahui oleh para pencari kerja, nilai upah yang besarnya relatif sama dengan Antar Kerja Lokal (AKL) sehingga pencari kerja cenderung lebih memilih untuk bekerja di kota asal atau di dalam wilayah Jawa Timur. Mengingat rendahnya penempatan AKAD dominan disumbang dari sikap pencari kerja yang cenderung lebih memilih untuk bekerja di dalam Provinsi Jawa Timur, maka untuk meningkatkan penempatan AKAD dilakukan upaya-upaya yang lebih mengarah pada peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan daerah-daerah yang menjadi tujuan penempatan AKAD untuk lebih menjamin taraf kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja yang bekerja di Provinsi lain. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah optimalisasi informasi pasar kerja lintas provinsi melalui berbagai media informasi (elektronik maupun informasi manual) yang mudah diakses masyarakat umum, peninjauan berkala terhadap sektor-sektor usaha yang menempatkan tenaga kerja asal Jawa Timur, peninjauan terhadap tingkat upah dan sarana/prasarana yang diterima oleh tenaga kerja AKAD, serta pembinaan/pengawasan yang lebih intensif dan selektif terkait surat pengerahan tenaga kerja AKAD untuk lebih menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja AKAD. 

e) Penghargaan Yang Diterima (Skala Nasional maupun Provinsi)
Tabel 4.25.3
Penghargaan Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2012
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur Tahun 2012

2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

a) Kegiatan

Program ini didukung oleh kegiatan yang meliputi :

1. Pendidikan kemasyarakatan Produktif dalam rangka Peningkatan Revitalisasi dan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja di 16 UPT Pelatihan Kerja yaitu UPT PK Singosari Malang, Jember, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Nganjuk, Surabaya, Sumenep, Situbondo, Kediri, Tulungagung, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Wonojati Malang, serta UPT PPTK Surabaya, UPT K3 Surabaya, UPT P3TKI Surabaya, UPT Pelatihan Kependudukan Balongbendo.
2. Pendidikan kemasyarakatan Produktif pada Bidang Peningkatan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di 16 UPT PK yaitu UPT PK Singosari Malang, Jember, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Nganjuk, Surabaya, Sumenep, Situbondo, Kediri, Tulungagung, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Wonojati Malang, serta UPT PPTK Surabaya, UPT K3 Surabaya, UPTP3TKI Surabaya, UPT Pelatihan Kependudukan Balongbendo.
4. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT PK Singosari Malang, Surabaya, Jember, Kediri, Mojokerto,  Jombang, Tuban, Pasuruan.
5. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Perencanaan, Pengembangan dan Informasi Ketenagakejaan, Ketransmigrasian dan Kependudukan.
6. Peningkatan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dan Keselamatan Kesehatan Kerja.
b) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan pagu sebesar Rp. 99.473.838.283,00 terealisasi sebesar 95,54% atau Rp. 95.033.269.482,00 Secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja bertujuan untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja, serta untuk mengisi lapangan kerja di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di UPT Pelatihan Kerja yang akan ditingkatkan dan bertaraf internasional.

Secara umum, data hasil kinerja pelatihan dan produktivitas untuk masyarakat selama 2 (dua) tahun terakhir ditunjukkan melalui tabel berikut :
Tabel 4.25.4
Pelatihan Dan Produktivitas Untuk Masyarakat Tahun 2011-2012
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1

Institusional, termasuk Competency Based 

Training (CBT)

6.223 10.176

2

Non Institusional atau Mobile Training Unit 

(MTU)

3.365 2.112

3 Swadana (Pihak-III) 358 347

4 Pelatihan Produktivitas & Kewirausahaan 1.395 1.647

11.341 14.282 JUMLAH


Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur Tahun 2012
Program pelatihan dan produktivitas pada tahun 2012, baik melalui pelatihan Institusional termasuk Competency Based Training (CBT), pelatihan Non Institusional atau Mobile Training Unit (MTU), pelatihan Swadana (kerjasama dengan pihak-III) yang dilaksanakan 16 UPT Pelatihan Kerja, maupun pelatihan Produktivitas dan Wirausaha oleh UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (PPTK) Surabaya secara keseluruhan mengalami peningkatan 25,93%, dari semula 11.341 peserta pada tahun sebelumnya, menjadi 14.282 peserta pada tahun 2012. Dilihat berdasarkan komposisinya, pelatihan Institusional termasuk CBT mendominasi pelatihan kerja, dimana pada tahun 2012 bertambah sebanyak 3.953 peserta atau meningkat 63,52% dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan upaya penyediaan tenaga kerja yang kompeten agar memiliki peluang lebih tinggi untuk diterima pasar kerja. Dengan demikian, hasil akhir program pelatihan mengarah pada ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, kompetitif dan berkualitas serta disiplin tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Di sisi lain, pelatihan Non Institusional (MTU) atau pelatihan keterampilan tunggal (single skill) yang dilaksanakan di daerah yang membutuhkan dengan menggunakan sarana Mobile Training Unit pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 37,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula halnya dengan pelatihan Swadana/Kerjasama dengan Pihak-III yang merupakan pelatihan berbagai kejuruan sesuai permintaan pihak ketiga, baik perusahaan atau instansi pemerintah untuk meningkatkan keterampilan pekerjanya, yang dilakukan di UPT Pelatihan Kerja atau di perusahaan/instansi yang bersangkutan. Pelatihan Swadana ini turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,07%. Hal ini mengingat pelatihan kerja saat ini lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja agar berdampak pada daya saing dalam mengisi peluang kerja di sektor formal serta tingkat upah dan kesejahteraan pekerja di kemudian hari. 

Adapun pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan yang dilaksanakan UPT PPTK Surabaya mengarah pada program peningkatan produktivitas/kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM), juga membantu masyarakat luas khususnya dunia industri dan dunia usaha agar mampu mengembangkan dan mengimplementasikan peningkatan mutu dan produktivitas di tempat kerja. Pada tahun 2012 pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan mengalami peningkatan sebanyak 252 orang atau naik 18,06% dibandingkan tahun sebelumnya.

Disamping pelatihan kerja, juga terdapat program magang. Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan Instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, untuk menguasai keterampilan/keahlian tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM agar tenaga kerja menjadi terampil, kompeten dan produktif dengan meningkatkan keterlibatan/peran serta dunia usaha. 
Tabel 4.25.5
Jumlah Peserta Magang, Baik Dalam Negeri Maupun Magang Ke Jepang Tahun 2011-2012
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1 Magang dalam negeri 600 1.512

2 Magang ke Jepang 124 150
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur Tahun 2012

Jumlah peserta magang, baik dalam negeri maupun magang ke Jepang pada tahun 2012 menunjukkan angka kenaikan. Peserta magang dalam negeri naik sangat signifikan sebesar 152%, sementara peserta magang ke Jepang naik 20,97% dibandingkan tahun 2011. Sedangkan secara keseluruhan, jumlah peserta program magang meningkat 129,56% dibandingkan capaian di tahun sebelumnya. Hal ini sangat mendukung proses pelatihan kerja, karena pola magang akan memastikan lulusan pendidikan dan pelatihan kerja lebih cepat terserap di dunia kerja karena memberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pemagangan tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga dapat mendorong perusahaan meningkatkan produktivitas usahanya. 

Pengembangan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu kunci meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Pengembangan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas menjadi salah satu prioritas nasional guna mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja. Karenanya pengakuan akan kompetensi kerja sangat penting karena mempengaruhi posisi tawar seseorang di pasar kerja, meningkatkan karir, atau mendapatkan kenaikan gaji sesuai kompetensi yang dimiliki. Pada tahun 2012 dilakukan 2 (dua) jenis uji kompetensi, yaitu uji kompetensi bahasa negara tujuan bagi calon TKI serta uji kompetensi teknis.

Tabel 4.25.6
Jumlah Peserta Uji Kompetensi Bahasa Negara Tujuan Tahun 2011-2012
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur Tahun 2012
Jumlah peserta uji kompetensi bahasa negara tujuan dalam tahun terakhir bertambah 6,96% dari semula 37.397 orangdi tahun 2011 menjadi 40.000 orang di tahun 2012. Uji kompetensi bahasa yang diikuti oleh calon TKI meliputi bahasa Kantonis, Inggris, Mandarin dan Melayu. Banyaknya peserta uji kompetensi bahasa Kantonis dan Mandarin sejalan dengan tingginya angka penempatan TKI asal Jawa Timur ke negara-negara di Asia.

Mulai tahun 2012 dilaksanakan uji kompetensi teknis bagi profesional khususnya jurnalis/wartawan, juga bagi siswa yang telah mengikuti pelatihan kerja (sesuai kejuruan yang telah diikuti), dengan total jumlah peserta yang telah mengikuti uji kompetensi teknis sebanyak 299 orang.Uji kompetensi teknis penting artinya bagi profesi seseorang, karena seseorang yang telah mengikuti pelatihan kerja atau memiliki pengalaman kerja harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kompetensi kerja pada profesi yang dijalaninya.
d) Permasalahan dan Solusi

-
Kualitas SDM/angkatan kerja masih relatif rendah sehingga kurang memiliki daya saing untuk mendapatkan peluang kerja, yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara skill/kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia kerja (missmatch). Solusinya antara lain melalui upaya-upaya (a) Pengembangan UPT Pelatihan Kerja (BLK) bertaraf internasional untuk mendukung dan menghasilkan calon tenaga kerja profesional yang mampu bersaing di pasar kerja dalam maupun luar negeri. Hingga tahun 2012 telah dikembangkan 12 UPT Pelatihan Kerja ke arah bertaraf internasional di Surabaya, Singosari, Jember, Kediri, Tuban, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Madiun, Nganjuk, Tulungagung dan Bojonegoro. Pada tahun berikutnya hingga tahun 2014 secara bertahap akan diwujudkan 16 UPT Pelatihan Kerja bertaraf internasional, (2) Implementasi pelatihan yang kurikulumnya berorientasi ke dunia kerja melalui rintisan operasionalisasi Mall dan Kios3 in 1 Plus Plus (pelatihan–sertifikasi–penempatan, plus pemagangan dan kerjasama dengan perguruan tinggi) serta pelatihan berbasis kompetensi (Competency-Based Training) di 16 UPT Pelatihan Kerja, (c) Penambahan Production Training Center (PTC) serta Tempat Uji Kompetensi (TUK) di UPT-UPT Pelatihan Kerja untuk mendukung sertifikasi kompetensi sehingga seseorang mendapatkan pengakuan kompetensi kerja pada profesi yang dijalaninya.
-
Semakin minimnya tenaga fungsional Instruktur (banyak yang telah memasuki purna tugas), sehingga mempengaruhi proses, kapasitas pelaksanaan pelatihan kerja, serta kualitas yang dihasilkan. Penambahan Instruktur memiliki urgensitas sangat tinggi mengingat UPT Pelatihan Kerja merupakan ujung tombak pelayanan pelatihan untuk memenuhi animo dan kebutuhan masyarakat terhadap pelatihan kerja maupun kebutuhan pasar kerja di Jawa Timur. Untuk itu, pada tahun 2012 secara bertahap dilakukan pengadaan calon Instruktur. Meski demikian, perlu dilakukan upaya lain untuk mempercepat proses pengadaan tenaga fungsional Instruktur agar pelayanan pelatihan kerja dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

-
Ketersediaan fasilitas pelatihan maupun peralatan di workshop sebagai pendukung utama proses pelatihan yang belum sepenuhnya memadai dan mengikuti perkembangan IPTEK maupun kebutuhan pasar kerja. Untuk itu, melalui sumber dana APBD maupun bantuan dari Kemenakertrans secara bertahap dilakukan penambahan maupun penyediaan fasilitas/peralatan pelatihan baru guna mendukung kegiatan pelatihan yang bisa mengikuti perkembangan IPTEK dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
e) Penghargaan Yang Diterima (Skala Nasional Maupun Provinsi)

Tabel 4.25.7
Penghargaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2012


[image: image7.emf]1 PWI Jatim Award Atas komitmen dan 

kepeduliannya terkait 

kompetensi tenaga kerja

Ketua PWI 

(Persatuan 

Wartawan 

Indonesia) Jatim

16 Maret 2012

2 BNSP Competency 

Award 2012

Atas komitmen dan peran 

Pemerintah Prov. Jatim dalam 

membangun dan meningkatkan 

kompetensi SDM Indonesia.

Ketua BNSP (Badan 

Nasional 

Sertifikasi Profesi)

21 Nop 2012

3 Stand Terbaik 

dalam Nakertrans 

Expo Tahun 2012

Atas keikutsertaan/partisipasi 

Disnakertransduk Prov. Jatim 

dalam Nakertrans Expo Tahun 

2012.

Menteri Tenaga 

Kerja & 

Transmigrasi RI

9 Des 2012

NAMA 

PENGHARGAAN

DALAM RANGKA

PIHAK YG 

MENYERAHKAN

WAKTU NO


Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur Tahun 2012
3) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

a) Kegiatan

Program ini didukung oleh 5 kegiatan, meliputi :

1. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.

2. Pembinaan dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Sektor Dengan Resiko Kecelakaan Kerja Tinggi.

3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

4. Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga kerja, Baik Sektor Pekerja Formal Maupun Informal.

5. Peningkatan Pencegahan Terhadap Eksploitasi dan Berbagai Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak dan Pekerjaan Perempuan.

b) Pagu dan Realisasi Program

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja dengan pagu sebesar Rp. 3.921.000.000,00 terealisasi sebesar 99,50% atau Rp. 3.901.439.383,00 Secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga Pengawas Ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.

Secara umum, data kinerja program pengawasan dan perlindungan tenaga kerja di Jawa Timur selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25.8
Data Pemeriksaan Kasus Ketenagakerjaan Di Jawa Timur  Yang Ditangani Oleh Provinsi  Tahun 2011-2012
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur Tahun 2012
Pada tahun 2012, kasus ketenagakerjaan yang ditangani oleh Provinsi sebanyak 34 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2011. Saat ini, kasus-kasus ketenagakerjaan di Jawa Timur cenderung lebih mengarah kepada masalah kepastian status hubungan kerja. Pada kasus seperti ini, atas pelanggaran yang ada tidak ada pengenaan sanksi pidana (bersifat keperdataan) sehingga tugas Pengawas Ketenagakerjaan hanya sebatas sampai mengeluarkan Nota Pemeriksaan. Untuk selanjutnya Nota Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai salah satu bukti pada saat persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). PHI-lah yang menetapkan dan memutuskan perkara tersebut.

Berikut ini adalah data hasil pelaksanaan Program PPA-PKH (program penarikan pekerja anak yang putus sekolah dari rumah tangga sangat miskin/RTSM Program Keluarga Harapan/PKH untuk dikembalikan ke dunia pendidikan) di Jawa Timur :

Tabel 4.25.9
Program PPA-PKH (Program Penarikan Pekerja Anak Yang Putus Sekolah Dari Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM Program Keluarga Harapan/PKH)
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur Tahun 2012
PPA-PKH dirancang sebagai program yang terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan. Tujuan utama program PPA-PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan SDM terutama pada kelompok masyarakat miskin. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan dan dikembalikan ke dunia pendidikan. Pada tahun 2012, dilakukan program penarikan pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan melalui Program PPA-PKH sebanyak 2.010 orang. Dengan demikian, ada peningkatan sebanyak 1.230 orang anak (157,69%) dibandingkan pelaksanaan tahun 2011. Demikian pula halnya dengan jumlah Kabupaten yang melaksanakan/terlibat dalam Program PPA-PKH yang semula 13 Kabupaten pada tahun 2011 menjadi 16 Kabupaten pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 juga sudah terbentuk Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dimana telah dibuat Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Periode 2012 – 2016.

Tabel 4.25.10
Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Jawa Timur
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur Tahun 2012
Pemberian penghargaan Pembina K3 merupakan salah satu bentuk pengakuan kepada kepala daerah yang telah berhasil melaksanakan pembinaan di bidang K3 sehingga perusahaan di wilayahnya berhasil menerapkan program K3 di tempat kerjanya. Pada tahun 2011, tercatat 9 orang Kepala Daerah menerima penghargaan selaku Pembina K3, sedangkan di tahun 2012 bertambah menjadi 10 orang Kepala Daerah. 

Penghargaan lainnya adalah menyangkut Kecelakaan Nihil (Zero Accident) serta Sistem Manajemen K3 (SMK3). Penghargaan Kecelakaan Nihil diberikan kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil melaksanakan program K3 sehingga mencapai nihil kecelakaan kerja, juga perusahaan yang telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa menghilangkan waktu kerja. Sedangkan penghargaan SMK3 diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Jawa Timur yang telah menerapkan manajemen K3 di perusahaannya.Pada tahun penilaian 2012, perusahaan yang menerima penghargaan Kecelakaan Nihil bertambah 61 perusahaan (28,64%) dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu perusahaan yang mendapatkan penghargaan SMK3 pada tahun penilaian 2012 bertambah 2 perusahaan, dari sebelumnya 22 perusahaan menjadi 24 perusahaan.
d) Permasalahan dan Solusi

-
Perlindungan terhadap tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan dan anak, serta perlindungan terhadap TKI belum sepenuhnya memadai. 

-
Di sisi lain, jumlah pejabat fungsional Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sangat tidak memadai dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Jawa Timur sehingga pengimplementasian sistem pengawasan ketenagakerjaan secara komprehensif tidak dapat berjalan optimal.

-
Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak telah dibentuk, dan Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Periode 2012 – 2016 telah disusun, namun belum ada dukungan anggaran yang memadai sehingga kurang bisa berjalan dengan baik dan tidak bisa mengimplementasikan rencana aksi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi tersebut.

Solusi :

· Optimalisasitugas dan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Ketenagakerjaan untuk mengimplementasikan pelaksanaan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara komprehensif.

· Optimalisasi pembinaan kepada perusahaan untuk membentuk Ahli K3 (AK3) sebagai kader K3 di perusahaan. Ahli K3 memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan Pegawai Pengawas sehingga bisa mendukung tugas dan fungsi Pengawas untuk level internal perusahaan masing-masing.
· Optimalisasi tugas dan fungsi Satgas Pembinaan TKI untuk mengurangi pengiriman TKI ilegal serta peningkatan pelayanan dan profesionalisme Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).
4) Progam Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

a) Kegiatan 

Program ini didukung oleh 4  kegiatan, meliputi :

1. Pemeliharaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja yang Harmonis Antar Pelaku Produksi.

2. Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial Secara Adil, Konsisten dan Transparan.

3. Mendorong Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan.

4. Pemberdayaan Mediator, Konsiliator dan Arbiter. 

b) Pagu dan Realisasi Program

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dengan pagu sebesar Rp. 5.260.000.000,00 terealisasi sebesar 99,28% atau Rp. 5.221.958.908,00 Secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja  bertujuan untuk mewujudkan perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial.

Secara umum, data perkembangan kondisi hubungan industrial di Jawa Timur selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25.11
Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Ke Pengadilan Hubungan Industrial
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Sumber : Pengadilan Hub. Industrial, 2011-2012
Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena ada perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Kasus perselisihan yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya selama tahun 2012 turun cukup signifikan sebesar 63,35% dibandingkan jumlah kasus pada tahun 2011. Jenis perselisihan PHK merupakan kasus terbanyak yang ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya.Di tahun 2011 perselisihan PHK menempati 74,35% dari seluruh kasus yang masuk, sedangkan pada tahun 2012 persentase kasus perselisihan PHK tercatat sebesar 89,29%. Namun apabila dilihat berdasarkan jumlahnya, kasus perselisihan PHK yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya turun sebanyak 159 kasus atau 55,99%. Turunnya kasus-kasus hubungan industrial yang sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa ada kontribusi dari keberadaan maupun peranan kelembagaan hubungan industrial di daerah (Kab./Kota) khususnya LKS Bipartit, sehingga perselisihan dapat diselesaikan di tingkat daerah bahkan hanya sampai di tingkat perusahaan (diselesaikan secara bipartit), sehingga penyelesaiannya tidak sampai pada proses Pengadilan Hubungan Industrial.

Berikut adalah perkembangan data kelembagaan hubungan industrial di Jawa Timur dalam 2 (dua) tahun terakhir :

Tabel 4.25.12
Kelembagaan Hubungan Industrial Di Jawa Timur 
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Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur
Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Pada tahun 2012, telah terbentuk SP/SB di 2.370 perusahaan, atau meningkat 1,80% dibandingkan tahun 2011 yang terbentuk di 2.328 perusahaan. 

LKS bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai ketenagakerjaan di perusahaan. Keberadaannya dibutuhkan sebagai wadah dalam mengembangkan dialog pengusaha dan pekerja, sehingga terjalin hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di tempat kerja. tahun 2012, jumlah LKS Bipartit di Jawa Timur meningkat 33,62% (bertambah 272 LKS Bipartit) dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan LKS Tripartit di tahun 2012 hanya bertambah 1 (satu) LKS Tripartit saja, dari sebelumnya 26 Kab./Kota menjadi 27 Kab/Kota yang telah membentuk LKS Tripartit. Perkembangan kelembagaan LKS Tripartit di Kab./Kota di Jatim belum menunjukkan perkembangan yang berarti, artinya banyak Kab/Kota belum memahami pentingnya fungsi kelembagaan LKS Tripartit ini.
Upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antar pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ditetapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan upah terendah dengan tertinggi, dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.

Tabel 4.25.13
Daftar UMK di Provinsi Jawa Timur
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 Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur
Pada pelaksanaan UMK di Jawa Timur tahun 2012, upah minimum tertinggi ada di Kota Surabaya dan Kab. Gresik dengan besaran upah yang sama yaitu Rp. 1.257.000,-, sementara di tahun sebelumnya upah tertinggi ada di Kab. Gresik sebesar Rp. 1.133.000,-. Sedangkan untuk tahun 2013, upah minimum tertinggi ada di Kota Surabaya dan Kab. Gresik, yaitu sebesar Rp. 1.740.000,-. Adapun untuk upah minimum terendah, pada tahun 2011 ada di Kab. Pacitan, Kab. Magetan dan Kab. Ponorogo dengan besaran upah yang sama yaitu Rp. 705.000,-. Untuk tahun 2012, upah minimum terendah ada di Kab. Ponorogo (Rp. 745.000,-), sedangkan pada penetapan UMK terakhir untuk tahun 2013 upah minimum terendah ada di Kab. Magetan (Rp. 866.250,-).

Secara keseluruhan, UMK di Jawa Timur pada tahun 2012 naik sebesar 8,08% dibandingkan tahun 2011, sementara itu UMK tahun 2013 naik signifikan sebesar 22,14% dibandingkan tahun 2012.Demikian pula halnya dengan persentase rata-rata pencapaian UMK dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jatim. Nilai rata-rata pencapaian UMK dari KHL pada tahun 2012 mencapai 96,27% dibandingkantahun sebelumnya yang sebesar 95,28%, dengan demikian persentase rata-rata pencapaian UMK dari KHL naik 6,97% pada tahun 2012.Di tahun 2013 rata-rata pencapaian UMK dari KHL di Jatim naik sangat signifikan menjadi 106,22% dari rata-rata KHL (naik hingga 10,70% dibandingkan dengan rata-rata pencapaian UMK dari KHL pada tahun 2012).
d) Permasalahan dan Solusi

-
Masih banyak Kab./Kota yang belum memahami pentingnya fungsi dan keberadaan LKS Tripartit, sehingga belum semua Kab./Kota membentuk LKS Tripartit. Padahal fungsi utama LKS Tripartit cukup penting, yakni untuk memediasi permasalahan yang melibatkan buruh dan pengusaha seperti persoalan kesejahteraan, sistem tenaga kerja, ataupun hubungan buruh dengan perusahaan. Dengan demikian persoalan-persoalan menyangkut buruh dan perusahaan dapat tuntas di forum resmi tersebut. Karena itu perlu terus didorong upaya-upaya pembentukan LKS Tripartit melalui sosialisasi, pemberdayaan maupun revitalisasi LKS Tripartit agar keberadaannya bisa menyeluruh di 38 Kab./Kota.

-
Tingkat kesejahteraan pekerja belum sepenuhnya memadai dan iklim hubungan industrial belum benar-benar kondusif. Untuk itu dilakukan optimalisasi Tim Unit Reaksi Cepat (URC) dan Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Masalah Hub. Industrial, untuk menangani dan mencegah permasalahan perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat dan tidak berdampak. URC berkoordinasi dengan pegawai teknis dan Pemerintah Daerah setempat sesuai prosedur dan kewenangan masing-masing. Pembentukan URC juga bertujuan untuk memasyarakatkan pelaksanaan hubungan industrial dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan. Disamping itu, juga mulai dilakukan pembahasan penyusunan Upah Minimun Sektoral Kab./Kota (UMSK) di Jawa Timur. 
5) Program Mobilitas Penduduk

a) Kegiatan

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, meliputi :

1. Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Provinsi, Kab/Kota.

2. Optimalisasi Penempatan Transmigrasi.

b) Pagu dan Realisasi Program 

Program Mobilitas Penduduk dengan pagu sebesar Rp. 5.986.000.000,00 terealisasi sebesar 77,51% atau Rp. 4.639.625.850,00. Secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Program Mobilitas Penduduk bertujuan untuk (1) Terlaksananya kerjasama antar daerah, fasilitasi dan pemetaan wilayah transmigrasi sehingga transmigran dapat diberangkatkan dan ditempatkan di daerah penempatan yang tidak bermasalah, dan (2) Terwujudnya optimalisasi penempatan penduduk eks pengungsi transmigran melalui pemberian bantuan peralatan. 

Secara keseluruhan, data hasil kinerja penempatan transmigrasi asal Jawa Timur selama 2 (dua) tahun terakhir ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 4.25.14
Penempatan Transmigrasi Asal Jawa Timur Tahun 2011-2012
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1

Transmigrasi Swakarsa 

Mandiri (TSM)

110 12,93 330 12,33 50 7,47 146 7,27

2 Transmigrasi Umum (TU) 741 87,07 2.347 87,67 619 92,53 1.861 92,73

851 100,00 2.677100,00 669100,00 2.007 100,00

THN 2011

KK JIWA

JUMLAH

JENIS PENEMPATAN NO

KK JIWA

THN 2011

 Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur
Penempatan transmigrasi asal Jawa Timur dilaksanakan melalui 2 (dua) kategori, yaitu Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transmigrasi Umum (TU). Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan, dan dilaksanakan oleh transmigran yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok. Sedangkan Transmigrasi Umum (TU) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.

Pada tahun 2012 secara keseluruhan terjadi penurunan angka penempatan transmigrasi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 21,39% dari semula sebanyak 851 menjadi 669 untuk jumlah Kepala Keluarga (KK), dan penurunan 25,03% dari semula sebanyak 2.677 menjadi 2.007 untuk jumlah jiwa. Secara terinci, untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) angka penurunannya sebesar 54,55% untuk jumlah KK dan 55,76% untuk jumlah jiwa. Untuk Transmigrasi Umum (TU) angka penurunannya sebesar 16,46% untuk jumlah KK dan 20,70% untuk jumlah jiwa.

Penurunan angka penempatan transmigrasi melalui Transmigrasi Umum (TU) tidak terlalu signifikan seperti yang terjadi pada Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Hal ini antara lain juga dikarenakan adanya kontribusi penempatan transmigran ke Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Timur yang pada tahun 2012 menyumbang pada angka penempatan Transmigrasi Umum (TU) sebanyak 100 KK atau 307 jiwa. Terkait penempatan transmigrasi ke Kab. Bulungan, program ini merupakan tindaklanjut dari kesepahaman bersama antara Pemerintah Prov. Jawa Timur, Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dan Pemerintah Kab. Bulungan tentang kerjasama penempatan transmigrasi asal Jawa Timur di Food Estate Delta Kayan Kab. Bulungan sejumlah 600 KK yang dilaksanakan melalui 3 tahap (tahun 2012 s.d. 2014 dengan target penempatan sebanyak 200 KK/tahun).

Secara umum, turunnya angka penempatan transmigrasi asal Jawa Timur pada tahun 2012 dikarenakan faktor ketidaksiapan daerah penempatan sehingga STP (Surat Terima Penempatan) dari daerah tujuan/lokasi penempatan terlambat dikeluarkan. Hal ini berakibat pada keterlambatan SPP (Surat Perintah Pemberangkatan) yang dikeluarkan oleh Pusat, sehingga pengiriman transmigran asal Jawa Timurpun menjadi terhambat.
d) Permasalahan dan Solusi

Minat masyarakat Jawa Timur untuk memperbaiki perekonomian dengan mengikuti program transmigrasi cukup tinggi, namun baru sebagian yang terakomodasi karena masih ditemukan kendala terkait kesiapan daerah penempatan transmigrasi yang menyebabkan keterlambatan pemberangkatan transmigran asal Jawa Timur, seperti minimnya ketersediaan lahan dan bangunan pemukiman. Faktor lain yang menjadi kendala adalah kepatuhan terhadap peraturan yang disahkan, dan konsistensi tindak lanjut dari perjanjian sebelumnya. Untuk meminimalkan kendala akibat ketidaksiapan daerah tujuan penempatan transmigrasi, dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi/Kabupaten daerah tujuan yang terkait dengan kesiapan dan persiapan penempatan transmigran asal Jawa Timur. Selain itu, agarpelaksanaan program transmigrasi dapat berjalan baik, dilakukan pendekatan multikultural, perubahan wawasan terhadap nilai dan norma dalam masyarakat (masyarakat pemukim maupun sekitarnya) dengan prinsip 2C yaitu clear and clean (baik secara sosial, kultural maupun legal) sehingga tercipta akulturasi dan tidak sampai menimbulkan konflik sosial.
6) Program Kependudukan 

a) Kegiatan 

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, meliputi :

1. Penataan Administrasi Sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Pembangunan dan Pengembangan SIAK Terpadu.

3. Fasilitasi Sosialisasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi   Kebijakan Umum dan Identitas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
b) Pagu dan Realisasi Program


Program Kependudukan dengan pagu sebesar Rp. 4.260.000.000,00 terealisasi sebesar 97,93% atau Rp. 4.250.656.900,00. Secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matriks 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Program Kependudukanbertujuan untuk (1) Terlaksananya sistem NIK dan kepemilikan Dokumen Penduduk menuju administrasi kependudukan di Jawa Timur, (2) Terlaksananya SIAK dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil, dan (3) Terlaksananya sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan kependudukan di Jawa Timur. 

Secara umum, data kinerja program kependudukan selama 2 (dua) tahun terakhir ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 4.25.15
Data Kinerja Program Kependudukan Tahun 2011-2012
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40.903.400 42.148.774

1 Wajib memiliki KTP 33.267.063 33.056.176

2 Memiliki KTP 25.572.412 76,87 25.407.769 76,86

3 Belum memiliki KTP 7.694.651 23,13 7.648.407 23,14

STATUS KEPEMILIKAN 

KTP

NO

THN 2012 THN 2011

Jumlah Penduduk (*)


Ket. : (*) Data menurut Dinas Kependudukan & Catatan Sipil 38 Kab./Kota

Tabel 4.25.16
Data Status Kepemilikan Tahun 2011-2012
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40.903.400 42.148.774

1

Wajib memiliki Akta 

Kelahiran

10.731.056 11.565.722

2 Memiliki Akta Kelahiran 6.724.568 62,66 6.935.493 59,97

3

Belum memiliki Akta 

Kelahiran

4.006.488 37,34 4.630.229 40,03

STATUS KEPEMILIKAN AKTA 

KELAHIRAN

NO

Jumlah Penduduk (*)

THN 2011 THN 2012


Ket. : (*) Sumber data Dinas Kependudukan & Catatan Sipil 38 Kab./Kota

Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan/peristiwa penting yang dialaminya yang akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan dokumen kependudukan yang dimilikinya kepada instansi pelaksana. Dokumen Kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang pada dasarnya meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Pada tahun 2011, komposisi penduduk wajib KTP di Jawa Timur sebesar 81,33% dari jumlah total penduduk Jawa Timur tahun 2011 (versi Bidang Kependudukan dengan sumber data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 38 Kab./Kota), sedangkan tahun 2012 penduduk wajib KTP sebesar 78,43% dari jumlah total penduduk. Dari segi jumlah, penduduk yang wajib memiliki KTP nampak menunjukkan penurunan. Sebagaimana diketahui, 3 Program Strategis Nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2011 khususnya program penerapan e-KTP memberikan dampak terhadap database kependudukan, dimana data base kependudukan Kab/Kota di Jawa Timur menjadi semakin terkonsolidasi dan terintegrasi dengan database kependudukan pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil penertiban data kependudukan tersebut, diketahui adanya anomali data, antara lainberupa banyaknya data ganda sehingga banyak data wajib KTP yang telah dihapus/ditertibkan. Oleh karena itu terjadi penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012.
Terkait kepemilikan akta kelahiran, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 6.724.568 orang penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran (62,66% dari penduduk yang wajib memiliki akta kelahiran), namun masih terdapat 4.006.488 orang atau 37,34% penduduk yang belum memiliki akta kelahiran. Kondisi tahun 2012 menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, yaitu menjadi 6.935.493 orang atau 59,97% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki akta kelahiran. Dengan demikian, nampak ada kenaikan jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran, yaitu menjadi 4.630.229 orang atau 40,03%. Hal ini dikarenakan wajib akta yang mengalami kendala dalam proses pengurusan akta kelahiran yang disebabkan oleh persyaratan, disamping itu banyaknya anak di panti-panti asuhan yang tidak diketahui orang tuanya ataupun asal usulnya.
Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, dilaksanakan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi (1) pemutakhiran data penduduk, (2) penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan (3) penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Ketiga Program Strategis Nasional tersebut dilaksanakan secara bertahap. Pemutakhiran data penduduk dan penerbitan NIK dilaksanakan pada tahun 2010 - 2011. Penerapan e-KTP yang dilaksanakan tahun 2011 meliputi 12 Kab/Kota, sedangkan 26 Kab./Kota lainnya dilaksanakan pada tahun 2012. Berikut perkembangan terakhir perekaman data e-KTP 38 Kab/Kota hingga tahun 2012 :
Tabel 4.25.17
Perkembangan Terakhir Perekaman Data E-KTP Di 38 Kab./Kota s/d tahun 2012
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12 Kab./Kota : Kab. Sidoarjo, Ngawi, 

Sampang, Pamekasan. Kota Kediri, Blitar, 

Malang, Pasuruan, Mjkerto, Madiun, 

Surabaya, Batu.

117 6.289.580 5.629.24089,50 660.34010,50

26 Kab./Kota : Kota Probolinggo. Kab. 

Pacitan, Tgalek, Tlagung, Blitar, Kediri, 

Malang, Lumajang, Jember, Bwangi, 

Bdwoso, Stbondo, Pblinggo, Pasuruan, 

Mjkerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, 

Magetan, Bjnegoro, Tuban, Lamongan, 

Gresik, Bangkalan, Sumenep.

545 25.645.367 19.972.34385,653.344.87714,35

JML WAJIB 

KTP

JML 

KEC.

KAB./KOTA

REALISASI 

PEREKAMAN DATA

SISA YG BELUM 

TEREKAM

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur
d) Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan perekaman data e-KTP belum tuntas sepenuhnya karena adanya berbagai kendala di lapangan. Untuk itu, bagi kecamatan yang jumlah wajib KTP-nya sangat besar diperlukan peralatan perekaman data tambahan, serta menambah jam pelayanan perekaman data e-KTP.
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Sheet1

		NO		JENIS MAGANG		JML PESERTA

						THN 2011		THN 2012

		1		Magang dalam negeri		600		1,512

		2		Magang ke Jepang		124		150

		JUMLAH				724		1,662






Sheet1

		NO		JENIS KELEMBAGAAN		THN 2011				THN 2012

		1		Serikat Pekerja		2,328		perusahaan		2,370		perusahaan

		2		LKS Bipartit		809		perusahaan		1,081		perusahaan

		3		LKS Tripartit		26		Kab./Kota		27		Kab./Kota






Sheet1

		NO		NAMA PENGHARGAAN		DALAM RANGKA		PIHAK YG MENYERAHKAN		WAKTU



		1		Outstanding Partner in Knowledge Sharing		Sebagai mitra/institusi/lembaga yang telah memberikan informasi berbagi pengalaman dan kerjasama dalam pengembangan Bursa Kerja, pendampingan wirausaha dan program trafficking serta migrant worker.		Rektor Universitas Surabaya (Ubaya), disaksikan Bpk. Gubernur Jatim		22 Juni 2012






_1422941700.xls
Sheet1

		NO		JENIS PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN		TAHUN PENILAIAN

						2011				2012

		1		Pembina K3		9		Bupati/Walikota		10		Bupati/Walikota

		2		Kecelakaan Nihil (Zero Accident)		213		perusahaan		274		perusahaan

		3		Sistem Manajemen K3 (SMK3)		22		perusahaan		24		perusahaan
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		KAB./KOTA		JML KEC.		JML WAJIB KTP		REALISASI PEREKAMAN DATA				SISA YG BELUM TEREKAM



								JML		%		JML		%

		12 Kab./Kota : Kab. Sidoarjo, Ngawi, Sampang, Pamekasan. Kota Kediri, Blitar, Malang, Pasuruan, Mjkerto, Madiun, Surabaya, Batu.		117		6,289,580		5,629,240		89.50		660,340		10.50

		26 Kab./Kota : Kota Probolinggo. Kab. Pacitan, Tgalek, Tlagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Bwangi, Bdwoso, Stbondo, Pblinggo, Pasuruan, Mjkerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Bjnegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sumenep.		545		25,645,367		19,972,343		85.65		3,344,877		14.35






Sheet1

		TAHUN		JUMLAH

				KAB		SHELTER		PEKERJA ANAK

		2011		13		26		780

		2012		16		67		2,010
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		NO		STATUS KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		THN 2011				THN 2012



						JIWA		%		JIWA		%

		Jumlah Penduduk (*)				40,903,400				42,148,774

		1		Wajib memiliki Akta Kelahiran		10,731,056				11,565,722

		2		Memiliki Akta Kelahiran		6,724,568		62.66		6,935,493		59.97

		3		Belum memiliki Akta Kelahiran		4,006,488		37.34		4,630,229		40.03
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		NO		STATUS KEPEMILIKAN KTP		THN 2011				THN 2012

						JIWA		%		JIWA		%

		Jumlah Penduduk (*)				40,903,400				42,148,774

		1		Wajib memiliki KTP		33,267,063				33,056,176

		2		Memiliki KTP		25,572,412		76.87		25,407,769		76.86

		3		Belum memiliki KTP		7,694,651		23.13		7,648,407		23.14
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Sheet1

		NO		JENIS PERSELISIHAN		K A S U S

						TH 2011				TH 2012

						JML		%		JML		%

		1		Perselisihan Hak		72		18.85		11		7.86

		2		Perselisihan Kepentingan		25		6.54		4		2.86

		3		Perselisihan PHK		284		74.35		125		89.29

		4		Perselisihan Antar SP/SB dlm 1 Perusahaan		1		0.26		0		0.00

		JUMLAH				382		100.00		140		100.00
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		NO		JENIS PENEMPATAN		THN 2011								THN 2011

						KK				JIWA				KK				JIWA

						JML		%		JML		%		JML		%		JML		%

		1		Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)		110		12.93		330		12.33		50		7.47		146		7.27

		2		Transmigrasi Umum (TU)		741		87.07		2,347		87.67		619		92.53		1,861		92.73

		JUMLAH				851		100.00		2,677		100.00		669		100.00		2,007		100.00
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		NO		NAMA PENGHARGAAN		DALAM RANGKA		PIHAK YG MENYERAHKAN		WAKTU



		1		PWI Jatim Award		Atas komitmen dan kepeduliannya terkait kompetensi tenaga kerja		Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jatim		16 Maret 2012

		2		BNSP Competency Award 2012		Atas komitmen dan peran Pemerintah Prov. Jatim dalam membangun dan meningkatkan kompetensi SDM Indonesia.		Ketua BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)		21 Nop 2012

		3		Stand Terbaik dalam Nakertrans Expo Tahun 2012		Atas keikutsertaan/partisipasi Disnakertransduk Prov. Jatim dalam Nakertrans Expo Tahun 2012.		Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI		9 Des 2012
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		NO		TAHUN		JUMLAH KASUS KETENAGAKERJAAN YG DITANGANI PROVINSI





		1		  2 0 1 1		32

		2		  2 0 1 2		34
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		NO		URAIAN		UMK THN 2011						UMK THN 2012						UMK THN 2013

						UMK		KHL		% dari KHL		UMK		KHL		% dari KHL		UMK		KHL		% dari KHL



		1		Terendah		705,000		731,635.00				745,000		762,514.00				866,250		825,465.00

		2		Tertinggi		1,133,000		1,149,200.00				1,257,000		1,257,000.00				1,740,000		1,567,845.00

		Rata-rata Jatim				863,334		906,085.12		95.28		933,120		969,250.38		96.27		1,139,730		1,072,959.11		106.22

		% Kenaikan UMK dari tahun sebelumnya                                                             (Rata-rata Jatim)										8.08						22.14
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		NO		JENIS UJI KOMPETENSI				THN 2011		THN 2012

		I		Uji Kompetensi Bahasa Negara Tujuan bagi Calon TKI				37,397		40,000



		II		Uji Kompetensi Teknis :

				1.		Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) & Jurnalis				60



				2.		Otomotif R2				60

				3.		Pertanian (Pengolahan Hasil Pertanian/ Processing)				30



				4.		Teknologi Informatika & Komunikasi (TIK)				149



				Jumlah Uji Kompetensi Teknis						299
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		NO		URAIAN		TAHUN 2011				TAHUN 2012

						JUMLAH		%		JUMLAH		%

		Jenis Jabatan :

		1		Formal		20,220		30.11		20,981		30.85

		2		Informal		46,932		69.89		47,022		69.15

		JUMLAH				67,152		100.00		68,003		100.00

		Remmitance				Rp  3,656,313,074,064				Rp  4,054,151,252,928
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		NO		JENIS PELATIHAN		THN 2011		THN 2012

		1		Institusional, termasuk Competency Based Training (CBT)		6,223		10,176

		2		Non Institusional atau Mobile Training Unit (MTU)		3,365		2,112

		3		Swadana (Pihak-III)		358		347

		4		Pelatihan Produktivitas & Kewirausahaan		1,395		1,647

		JUMLAH				11,341		14,282
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		NO 		JENIS PENEMPATAN 		TAHUN 2011				TAHUN 2012

						JML (ORG)		%		JML (ORG)		%

		1		Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Kab./ Kota 		2,890		0.89		5,292		1.12



		2		Antar Kerja Lokal (AKL) : 		109,418		33.69		259,091		54.78

				a. Antar Kerja Lokal (AKL) Kab/Kota		43,660				55,499

				b. Antar Kerja Khusus (AKSUS) TKI B/wirausaha		87				433

				c. Bursa Kerja di Provinsi (Bulanan dan JMF)		1,925				2,379

				d. Lembaga Penempatan Tenaga Swasta(LPTKS)		1,288				13,444

				e. Bursa Kerja  Khusus (BKK) di UPT Prov/SMK/ Perguruan Tinggi		3,201				18,609

				   1) Bursa Kerja Khusus (BKK) UPT-PK		2,580				6,342

				   2) Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK		258				484

				   3) Bursa Kerja Khusus (BKK) PT/Universitas		363				11,783

				f. Penempatan pemagangan tenaga kerja dlm negeri		600				1,512

				g. Perluasan kesempatan kerja sektor informal 		16,849				155,320

				   1) Binaan Provinsi						365

				   2) Binaan Kab/kota						154,955

				h. Penempatan melalui LPKS di 38 kab/kota		41,808				11,895

		3		Antar Kerja Antar Negara (AKAN) :		104,755		32.25		96,088		20.32

				a. PPTKIS Embarlasi Bandara Juanda 		67,152				68,003

				b. Cab.PPTKIS Embarkasi Bandara Juanda 		4,687				3,705

				c. Embarkasi non Juanda		32,792				24,230

				d. Penempatan pemagangan TK luar negeri		124				150

		5		Penempatan sebagai tenaga kerja kontrak		107,749		33.17		112,511		23.79

		JUMLAH				324,812		100.00		472,982		100.00

		% 

		Edit data s/d 14 Januari  2013						Realisasi Capaian Total		135.14		persen

		Data penempatan antar SKPD diluar sektor ketenagakerjaan = 4.856.365 orang						Target 2012 = 350.000 orang

		1) Penempatan formal = 42.424 orang ; 2) Penempatan informal =4.813.914 orang

								Target Capaian		Realisasi Capaian

								penempatan 350.000

								Target capaian akl kab/kota(45000)		123.33		persen

								capaian akad(3000)		176.40		persen

								capaian akan upt(70000)		97.147		persen

								capaian akl total(100000)		259.091		persen

								capaian akan total(112700)		85.26		persen

								capaian ppjp(110000)		102.28		persen






